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SURAT KEPUTUSAN
No : XX-SURKP/16.068

TENTANG

Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Tata Kelola

Perusahaan (Code of Corporate Governance)
PT Perkebunan Nusantara X

Direksi PT Perkebunan Nusantara X

MENIMBANG:

1.

Sehubungan PT Perkebunan Nusantara X sebagai anak
perusahaan PT Perkebunan Nusantara Il (Persero) sebagai-
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka Tata Kelola Peru-
sahaan yang Baik (Good Corporate Governance) perlu dite-
rapkan oleh Perusahaan;

Bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ditun-
jukkan oleh keberadaan Pedoman Perilaku (Code of Con-
duct) dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corpo-
rate Governance);

Bahwa Pedoman Perilaku dan Pedoman Tata Kelola Peru-
sahaan merupakan acuan bagi seluruh Pekerja, anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan
tugas dan kewajibannya masing-masing;

Berdasarkan poin 1, 2, dan 3 perlu menetapkan Keputusan
Direksi tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Gover-
nance) 2016.

MENGINGAT:

1.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007);

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2014 Tentang Penam-
bahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke
Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT
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Perkebunan Nusantara Ill;

3. Akta Notaris Nanda Fauzlwan SH, M.Kn No. 11 Tanggal 14
Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Para Peme-
gang Saham Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusan-
tara X Nomor: SK-50/MBU/03/2016 Nomor: KPJAK/Hold/
AD.NX/09/2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perse-
roan Terbatas PT Perkebunan Nusantara X.

4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No-
mor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang-
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corpo-
rate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

MENETAPKAN :

1. Menetapkan Pedoman Perilaku & Pedoman Tata Kelola
Perusahaan 2016 di PT Perkebunan Nusantara X sehingga
Pedoman Perilaku & Pedoman Tata Kelola Perusahaan 2014
tidak berlaku.

2. Memerintahkan semua stakeholder dan atau insan perusa-
haan mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan-
dalam surat keputusan ini.

3. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali seba-
gaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dan atau kekhilafan dalam surat keputusanini.

DITETAPKAND:SURABAYA
PADA TANGGAL: 19 AGUSTUS 2016

PT PEKEBUNAN NUSANTARA X

ubiyono
Direktur Utama
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PESAN DIREKSI KEPADA KARYAWAN

Sejalan dengan Visi PT Perkebunan Nusantara
menjadi perusahaan agroindustri terkemuka yang
berwawasan lingkungan bagi para stakeholders (yaitu
pemegang saham, petani, pelanggan, pemasok, mitra
usaha, kreditur, karyawan, pemerintah, masyarakat
dan media massa) memerlukan kepercayaan satu
sama lain sehingga untuk terus membangun keper-
cayaan tersebut, PT Perkebunan Nusantara X melaku-
kan penyempurnaan penerapan GCG yaitu dengan
menerbitkan kembali Buku Pedoman Perilaku (Code
of Conduct) PT Perkebunan Nusantara X.

Buku Pedoman Perilaku (Code of Conduct) perlu
dikaji ulang dan disempurnakan secara berkala untuk
menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan
tuntutan perusahaan agar menjadi pedoman bere-
tika yang berkesinambungan bagi segenap insan
perusahaan. Buku Pedoman Perilaku ini mewujudkan
standar dan kebijakan yang mendasari aktivitas-ak-
tivitas perusahan. Pedoman Perilaku dapat menyatu-
kan nilai-nilai, komitmen dan tanggung jawab peru-
sahaan untuk memberikan kerangka dan panduan
dalam menjalankan bisnis secara terbuka, jujur, bere-
tika, dan berprinsip.

Buku Pedoman Perilaku yang telah disempurna-
kan ini berlaku untuk segenap insan perusahaan PT
Perkebunan Nusantara X. Diharapkan kepada seluruh
insan perusahaan untuk memahami Pedoman ini
sepenuhnya dan menggunakannya dalam pekerjaan
yang beretika serta menyampaikan setiap masalah
atau kekhawatiran tentang Pedoman ini atau dugaan
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pelanggarannya. Dengan demikian, setiap individu
perusahaan bertanggung jawab untuk bertindak
dengan penuh integritas dan bekerja sama mencapai
visi dan misi PT Perkebunan Nusantara X.

Surabaya, 27 Juyli 2016
PT Perkebunan Nusantara X

Ir. Subiyono, MMA
Direktur Utama
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X

CODE OF CONDUCT
Pedoman Perilaku

Penyusun
PTPN X

Desain Sampul:
Biro Manajemen Risiko & Kepatuhan

Diterbitkan oleh PTPN X,

Cetakan Keempat, Surabaya, Juli 2016
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PESAN KOMISARIS UTAMA KEPADA KARYAWAN

Penyempurnaan Panduan Etika dan Perilaku
(Code of Conduct) PT Perkebunan Nusantara X yang
menjadi panduan bagi Insan PT Perkebunan Nusan-
tara X yang meliputi Komisaris, Direksi dan karyawan
dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan ta-
tanan dan nilai perusahaan telah dapat diselesaikan
dengan baik.

Insan PT Perkebunan Nusantara X hendaknya
menjunjung tinggi integritas, etika dan nilai-nilai pe-
rusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
Dengan berpedoman pada nilai-nilai luhur yang ter-
kandung dalam Kode Etik Perusahaan ini, diharapkan
Insan PT Perkebunan Nusantara X dapat mengemban
tugas untuk memenuhi harapan pemegang saham,
pelanggan, petani serta pemangku kepentingan
yang lainnya.

Begitu pentingnya panduan ini bagi PT Perke-
bunan Nusantara X karena panduan ini merupakan
bagian dari tata kelola perusahaan (Good Corporate
Governance) yang didalamnya mengandung norma/
kaidah, etika dan budaya yang senantiasa harus di-
laksanakan oleh perusahaan, sehingga selaras de-
ngan peraturan perundangan yang berlaku, menuju
kinerja unggul dan berkelanjutan.

Panduan ini pada dasarnya diharapkan dapat
menjadi rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan,
aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarah-
an, pengelolaan serta pengawasan dalam penyeleng-
garaan PT Perkebunan Nusantara X, yang mencakup
hubungan antara segenap pemangku kepentingan
yang terlibat serta tujuan pengelolaan korporasi.
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Mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik bukanlah  persoalan yang
mudah dan sederhana. Untuk itulah, standar, norma,
etika dan budaya dalam Panduan perlu secara terus
menerus disosialisasikan dan dievaluasi secara ber-
tahap, konsisten dan berkelanjutan sehingga pada
saatnya akan menjelma menjadi habit yang selaras
dengan tujuannya.

Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya positif
kita bersama. Amin.

Surabaya, 27 Juli 2016
PI Perkebunan Nusantara X

Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, MS
Komisaris Utama
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BABI
PENDAHULUAN

ALAH satu aset yang sangat berharga

yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusan-

tara X adalah sumber daya manusia yang

memiliki integritas yang tinggi. Oleh kare-

na itu, untuk menyediakan acuan pembi-
naan bagi seluruh insan perusahaan di lingkungan
PT Perkebunan Nusantara X, perlu ditetapkan Pedo-
man Perilaku (Code of Conduct), sebagai pernyataan
umum tertulis yang menggambarkan standar etika
perusahaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh in-
san perusahaan dalam berusaha, berinteraksi dan se-
luruh jenis aktivitas lainnya dalam menjalin hubung-
an dengan sesama insan perusahaan, pelanggan,
pemasok, pemegang saham, pemerintah, masyarakat
dan stakeholder lainnya.

Pedoman perilaku ini dikembangkan berdasar-
kan filosofi bisnis dan budaya kerja perusahaan, pera-
turan perundang-undangan, praktik umum (common
practices) dalam dunia usaha, serta peraturan internal
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perusahaan yang terkait termasuk Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara direksi dan serikat pekerja serta
pedoman tata tertib kerja karyawan.

Pedoman perilaku ini tidak dimaksudkan untuk
mengganti pedoman tata tertib kerja karyawan atau-
pun peraturan/pedoman sejenis lainnya, tetapi lebih
ditujukan untuk menyempurnakan atau bersifat sa-
ling melengkapi antara satu dan lainnya.

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi atas pe-
langgaran terhadap pedoman perilaku ini tetap me-
ngacu pada pedoman tata tertib kerja karyawan serta
berdasarkan kebijakan direksi.

Manfaat Pedoman Perilaku ini adalah sebagai be-
rikut:

1. Sebagai panduan perilaku dan budaya kerja yang
konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewa-
jiban bagi seluruh insan perusahaan.

2. Sebagai sumber inspirasi dalam pengambilan
keputusan.

3. Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan
dan kecurangan.

4. Untuk memelihara keharmonisan dan mencegah
timbulnya benturan kepentingan.

5. Untukmembina,meningkatkandanmempertahan-
kan integritas, kejujuran dan profesionalisme.

6. Untuk meningkatkan kepercayaan dan reputasi
perusahaan dalam menjalin hubungan usaha dan
interaksi dengan pihak ketiga.

Apabila implementasi Pedoman Perilaku ini
mengalami pertentangan dengan peraturan perun-
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dang-undangan, maka yang harus dipatuhi adalah
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Perilaku ini tidak dapat memberikan
jawaban secara pasti atas semua problematika pe-
rilaku insan perusahaan. Oleh karena itu, setiap in-
san perusahaan pada akhirnya harus menggunakan
pertimbangan yang sehat dan kejujuran hati nurani
masing-masing untuk menentukan keselarasan suatu
perilaku dengan pedoman perilaku ini. Apabila ter-
dapat ketidakjelasan dalam implementasi pedoman
perilaku, maka insan perusahaan perlu berkonsultasi
dengan atasan langsung ataupun pejabat puncak di
unit kerja masing-masing.

Setiap insan perusahaan wajib memiliki komit-
men yang tinggi untuk mematuhi undang-undang,
Pedoman perilaku dan kebijakan serta prosedur yang
mendasari semua standar tersebut. Insan perusahaan
yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ke-
tentuan ini akan dikenakan sanksi secara tegas sesuai
dengan bobot atau tingkat pelanggarannya.

Pejabat puncak wajib memberikan teladan dan
dukungan penuh kepada karyawan untuk melaksana-
kan pedoman perilaku perusahaan. Guna memberi-
kan suasana yang mendukung pelaksanaan Pedoman
Perilaku ini, perusahaan harus menciptakan suasana
saling mempercayai dan saling mengingatkan yang
menegaskan pentingnya kepatuhan ini.

Pedoman perilaku ini juga ditujukan untuk me-
ningkatkan pemahaman bagi pihak-pihak di luar
perusahaan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi
mereka untuk menjalin hubungan usaha dan interak-
si dengan perusahaan. B
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BAB Il
FILOSOFI BISNIS DAN
BUDAYA KERJA

1. FILOSOFI BISNIS

Visi dan Misi Perusahaan
Visi PT Perkebunan Nusantara X adalah “Menjadi
perusahaan agroindustri terkemuka yang berwa-
wasan lingkungan”.

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang ditetap-

kan oleh PT Perkebunan Nusantara X adalah:

1) Berkomitmen menghasilkan produk berbasis
bahan baku tebu dan tembakau berdaya sa-
ing tinggi di pasar domestik dan internasional,
yang berwawasan lingkungan.

Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan ke-

langsungan usaha melalui optimalisasi dan

efisiensi di segala bidang.

3) Mendedikasikan diri untuk selalu meningkat-
kan nilai-nilai perusahaan bagi kepuasan pe-
mangku kepentingan melalui kepemimpinan,
inovasi dan kerjasama tim serta organisasi yang
profesional.

>
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Dalam menjalankan misi PT Perkebunan Nu-
santara X, selanjutnya disebut perusahaan, diperlu-
kan tuntunan yang berfungsi sebagai koridor dan
batasan sekaligus pendorong bagi insan perusahaan
untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dengan
penuh integritas, sehingga apabila tuntunan ini di-
lakukan, maka diyakini akan dapat memperlancar
pencapaian misi perusahaan tersebut. Tuntunan ini
berbentuk nilai-nilai“Profesionalisme, Visioner, Siner-
gi dan Integritas” (Provisi).

Integritas:

Senantiasa bertindak obyektif, adil dan konsisten
sesuai dengan Pedoman Perilaku dan Pedoman Tata
Kelola Perusahaan dengan menjunjung tinggi keju-
juran dan komitmen.

Profesionalisme:

Senantiasa bekerja dengan dedikasi tinggi dan
penuh tanggungjawab berdasarkan kompetensi
yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
Visioner:

Senantiasa memiliki wawasan yang luas dan
mampu melihat peluang ke depan serta dapat ber-
pikir di luar kebiasaan.

Sinergi:

Senantiasa berkolaborasi secara produktif dan
berkualitas dengan seluruh pemangku kepentingan
baik internal maupun eksternal.

2.BUDAYA KERJA

Untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja
tetap tinggi, maka budaya kerja yang dilaksanakan
adalah: “Profesional, Produktif dan Pembelajar” (3P).
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Profesional

Untuk mencapai kinerja excellence maka setiap
karyawan harus visioner dan melakukan pekerjaan
dengan integritas tinggi, bertanggung jawab atas
tugas yang diberikan, disiplin, jujur, taat pada aturan
serta peduli dengan lingkungannya.

Produktif

Cara kerja yang berorientasi pada hasil, yang di-
lakukan dengan berlandaskan prinsip efisiensi dan
efektifitas serta memberikan nilai tambah.

Pembelajar

Perubahan yang sangat cepat terjadi di lingkung-
an bisnis di segala aspek, untuk itu organisasi harus
mengembangkan budaya dimana semua elemen
organisasi mempunyai kemauan untuk meningkat-
kan diri secara terus-menerus melalui proses belajar
berkelanjutan.m
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BAB Il
ETIKA KERJA

ETIKA kerja berikut ini menjelaskan sikap dan peri-
laku antar insan perusahaan, baik sebagai atasan, re-
kan kerja, maupun bawahan

1. Penerapan Filosofi Bisnis dan Budaya Kerja

Insan perusahaan wajib menghayati filosofi bisnis

dan budaya kerja perusahaan serta wajib mengim-

plementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan
kewajiban masing-masing.
2. Loyalitas kepada Perusahaan

Insan perusahaan meyakini bahwa loyalitas kepa-

da perusahaan dapat mendorong totalitas dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan
bekerja keras, cerdas, dan iklas untuk meningkat-
kan kinerja perusahaan.

(1) Ketaatan terhadap tata tertib perusahaan
Setiap insan perusahaan wajib menaati tata
tertib perusahaan dengan menaati jam masuk
kantor, jam pulang, penggunaan jam kerja di
kantor, pemenuhan hari kerja, panggilan tu-
gas di dalam jam kerja dengan menghadiri
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undangan kedinasan (rapat-rapat, upacara, si-

raman rohani), panggilan tugas di luar jam ker-

ja, serta mematubhi sistem dan prosedur kerja.

Setiap insan perusahaan tidak diperbolehkan

melakukan kegiatan yang berkaitan dengan

kepentingan perusahaan tanpa mendapatkan
izin dari pejabat yang berwenang seperti:

a. Tidur dalam tugas.

b. Penggunaan waktu istirahat melebihi ke-
tentuan.

¢. Meninggalkan pekerjaan tanpa pemberita-
huan.

d. Melakukan kegiatan lain yang tidak ber-
hubungan dengan pekerjaan kantor pada
jam kerja.

(2) Tugas Dinas

Setiap insan perusahaan tidak diperbolehkan

menyediakan tenaganya dalam waktu jam ker-

ja/tugas dinas secara perorangan atau bersa-
ma-sama dengan orang lain yang secara lang-
sung atau tidak langsung untuk kepentingan
usaha lain.

(3) Mutasi dan Promosi

Setiap insan perusahaan wajib bersedia dimuta-

sikan atau dipromosikan antar unit kerja/unit

usaha/kantor direksi maupun antar jabatan
dan antar wilayah kerja perusahaan sesuai de-
ngan ketentuan yang berlaku.

(4) Pendidikan dan Pelatihan

Setiap insan perusahaan wajib menjalani pro-

gram pendidikan dan pelatihan yang telah

ditetapkan perusahaan yang ditugaskan kepa-
danya untuk meningkatkan kapasitas, kemam-
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puan dan produktivitas kerja dalam melaksana-
kan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Penggunaan Kewenangan dan Jabatan

Insan perusahaan wajib memastikan bahwa peng-
gunaan kewenangan dan jabatan adalah bebas
dari KKN (Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme), dengan
senantiasa menghindari perbuatan atau tindakan
berikut ini:

(1) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana/barang milik perusahaan untuk
kepentingan pribadi, orang lain atau golong-
an yang merugikan perusahaan.

(2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana/barang milik perusahaan untuk
memaksa orang lain melakukan sesuatu atau
memberikan sesuatu dengan tujuan meraih
keuntungan pribadi, orang lain atau golong-
an.

(3) Melakukan kerjasama secara melawan hukum
antar insan perusahaan atau dengan pihak lain
yang merugikan perusahaan.

(4) Melakukan perbuatan melawan hukum yang
menguntungkan kepentingan keluarganya
atau teman dekatnya di atas kepentingan pe-
rusahaan.

. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

Dalam melakukan transaksi bisnis dengan pihak
ketiga, misalnya pelanggan, pemasok, atau pe-
saing yang telah ada atau yang masih potensial,
insan perusahaan wajib melakukan yang terbaik
bagi perusahaan serta menghindarkan diri dari
upaya memperoleh keuntungan pribadi.

Insan perusahaan wajib menghindari segala
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tindakan yang dapat menimbulkan benturan

kepentingan antara kepentingan pribadi dan ke-

pentingan perusahaan, sebagai berikut:

(1) Memiliki kegiatan/usaha yang sejenis dengan
kegiatan atau usaha yang dilakukan perusa-
haan misalnya memiliki usaha perkebunan
tebu dan atau perkebunan tembakau, agar
karyawan dapat lebih konsentrasi pada tugas/
pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Memiliki kepentingan keuangan secara signifi-
kan pada perorangan/lembaga yang menjalin/
berusaha menjalin hubungan bisnis dengan
perusahaan atau pada perusahaan pesaing, se-
bagai berikut:

a. Melakukan kegiatan usaha sebagai pelang-
gan, pemasok, atau konsultan bisnis pada
perusahaan, perusahaan lain yang menjalin/
berusaha menjalin hubungan bisnis dengan
perusahaan, atau pada perusahaan pesaing.

b. Mendirikan usaha sendiri misalkan mem-
buka praktik dokter/mendirikan klinik peng-
obatan yang dilakukan oleh dokter perusa-
haan sehingga menimbulkan persaingan
yang tidak sehat dengan rumah sakit peru-
sahaan.

(3) Menjabat sebagai komisaris, direksi, pejabat
kunci, maupun menjadi karyawan pada peru-
sahaan lain yang menjalin/berusaha menja-
lin hubungan bisnis dengan perusahaan atau
pada perusahaan pesaing.

(4) Bertindak sebagai perantara untuk keuntungan
pihak ketiga dalam transaksi yang melibatkan
perusahaan atau kepentingannya.
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(5) Segala rencana atau kondisi lain, termasuk hu-
bungan keluarga atau hubungan pribadi lain,
yang bisa membuat insan perusahaan tidak ber-
tindak untuk kepentingan terbaik perusahaan.

PERILAKU YANG DIPERBOLEHKAN:

Insan perusahaan diizinkan melakukan kegiat-
an rangkap di luar perusahaan sepanjang tidak
memanfaatkan nama perusahaan misalnya kegiat-
an sosial kemasyarakatan, keanggotaan profesi,
asosiasi, atau kelompok sejenisnya.

5. Gratifikasi dan Suap

Dalam menjalin hubungan usaha dan interaksi

dengan pemangku kepentingan perusahaan, se-

tiap insan perusahaan dituntut untuk bersikap

profesional serta mengedepankan kejujuran dan

niat yang tulus.

(1) Gratifikasi
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas
berupa uang atau yang disertakan dan hadiah.
Uang atau yang disertakan meliputi uang tu-
nai, cek, tabungan, bilyet giro, komisi, rabat,
potongan harga, pinjaman tanpa bunga, tip/
persenan dan sejenisnya. Hadiah pada umum-
nya meliputi cindera mata, souvenir, parsel,
tiket perjalanan, tiket pertunjukan, fasilitas
pengobatan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, voucher belanja dan lain-lain.
Insan perusahaan dan keluarganya tidak diper-
bolehkan menerima gratifikasi, baik langsung
maupun tidak langsung, dari mitra usaha dan
pihak ketiga lainnya yang diyakini atau diinter-
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prestasikan oleh pihak lain memiliki keterkaitan
fungsi, tanggung jawab dan kewenangan di
perusahaan.
Insan perusahaan wajib menarik garis tegas
antara perilaku yang patut, layak, dan pantas
dilakukan maupun perilaku sebaliknya. Insan
perusahaan wajib menahan diri dari segala
bentuk godaan atau iming-iming gratifikasi
yang bertujuan untuk mengarahkan suatu tin-
dakan pemihakan secara tidak wajar kepada
pihak-pihak tertentu, perlakuan istimewa, atau-
pun pengambilan keputusan bisnis yang ber-
tentangan dengan peraturan perundangan-
undangan dan nilai-nilai etika.

Larangan penerimaan gratifikasi dikecua-

likan apabila nilainya dalam batas kewajaran,

berkaitan dengan:

a. Honorarium, tiket perjalanan, fasilitas antar
jemput sebagai pembicara, narasumber
dan sejenisnya dalam kegiatan seminar
lokakarya, ataupun diskusi yang tidak ber-
tentangan dengan peraturan perundang-
undangan serta mendapatkan persetujuan
tertulis dari pejabat yang berwenang.

b. Honorarium atau imbalan atas hasil karya
tulis yang dimuat di media massa ataupun
dipublikasikan dalam bentuk buku sebagai
sarana peningkatan kapasitas atau pengem-
bangan profesi.

¢. Hadiah yang didasarkan pada hubungan
keluarga/kekerabatan yang jelas, yang
diberikan atau diterima dengan maksud-
maksud yang tidak ada kaitannya dengan
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kepentingan perusahaan (misalnya dalam
acara resepsi perkawinan, ulang tahun, syu-
kuran dan sejenisnya).

d. Barang-barang untuk tujuan promosi seper-
ti buku agenda, kalender, gantungan kunci,
pensil/alat tulis, kaos dan barang sejenis
lainnya yang berlogo/beratribut perusa-
haan yang secara intrinsik bernilai rendah.

Apabila karena sesuatu hal insan perusahaan

dihadapkan pada keadaan yang tidak memung-

kinkan untuk menolak gratifikasi, maka yang
bersangkutan wajib segera melaporkannya ke-

pada atasan langsung dan pejabat puncak di

unit kerja masing-masing dengan tembusan

Bagian SDM, dengan tata cara sebagai berikut:

a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan
melampirkan dokumen yang berkaitan de- @
ngan gratifikasi.

b. Laporan tersebut sekurang-kurangnya me-
muat:

1) Nama dan alamat lengkap penerima dan
pemberi gratifikasi.

2) Jabatan penerima gratifikasi.

3) Tempat dan waktu penerimaan gratifika-
si.

4) Uraian jenis gratifikasi.

5) Nilai gratifikasi.
Bagian SDM selanjutnya akan mengi-
rimkan laporan dan dokumen yang ber-
kaitan dengan gratifikasi tersebut kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) un-
tuk penetapan status gratifikasi menjadi
milik perusahaan/negara.
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Insan perusahaan wajib memahami bahwa
tindakan menerima atau memberi uang atau
yang disetarakan dan hadiah, berapapun
nilainya, merupakan pelanggaran hukum apa-
bila yang bersangkutan tidak segera melapor-
kannya kepada KPK dalam waktu 30 hari.

(2) Suap

Suap didefinisikan sebagai pemberian atau
penerimaan dalam bentuk apapun, baik uang
atau pemberian janji dan hadiah, yang diberi-
kan atau diminta oleh insan perusahaan se-
bagai kompensasi secara langsung ataupun
tidak langsung atas pelakuan istimewa atau
sikap memihak yang bertentangan dengan ke-
wajiban dalam wewenang atau jabatan yang
bersangkutan di perusahaan. Praktik suap
merupakan praktik bisnis yang tidak sehat dan
perbuatan melanggar hukum.

Setiap insan perusahaan wajib menghindarkan

diri dari penyuapan dengan tidak menerima

atau memberi dalam bentuk apapun:

a. Yang diketahui atau patut disangka bahwa
apa yang diterima atau yang diberikan itu
berhubungan dengan jabatannya.

b. Yang bertujuan untuk membujuk agar
dalam jabatannya melakukan atau tidak
melakukan sesuatu yang berlawan dengan
kewajibannya.

c. Yang diketahui bahwa sesuatu yang diteri-
ma atau diberikan itu berhubungan dengan
apa yang telah dilakukan atau dialpakan
dalam jabatannya yang berlawanan dengan
kewajibannya.
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6. Jamuan Bisnis

Insan perusahaan diperbolehkan menerima atau
memberikan jamuan bisnis sepanjang memenuhi
kriteria berikut ini:

(1) Berkaitan dengan kepentingan usaha perusa-
haan sesuai dengan praktik bisnis yang lazim.

(2) Nilainya tidak berlebihan (wajar) dan tidak da-
pat ditafsirkan sebagai bentuk gratifikasi atau
suap.

(3) Tidak melanggar hukum atau standar etika
yang berlaku.

(4) Tidak mempermalukan (memperburuk citra)
perusahaan atau karyawan apabila diketahui
oleh umum.

(5) Dalam kaitannya dengan pemberian jamuan
bisnis, wajib mendapatkan persetujuan dari
pejabat yang berwenang sehingga dapat diba-
yar dan dicatat oleh perusahaan sebagai biaya
bisnis yang wajar.

. Biaya Manajemen ( Management Expenses )

Perusahaan membentuk management expenses

yakni biaya-biaya khusus yang dikeluarkan oleh

manajemen dalam rangka mendukung kelancaran

usaha perusahaan. Realisasi management expenses

diatur sebagai berikut:

(1) Berkaitan dengan kepentingan usaha perusa-
haan sesuai dengan praktik bisnis yang lazim.

(2) Nilainya tidak berlebihan (wajar) dan tidak da-
pat ditafsirkan sebagai bentuk gratifikasi atau
suap.

(3) Disetujui paling sedikit oleh 2 (dua) orang ang-
gota direksi.
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8. Pemeliharaan Lingkungan Perusahaan
Lingkungan kerja yang bersih, aman, dan nyaman
merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan
produktivitas kerja. Setiap insan perusahaan wajib
melakukan hal-hal berikut ini:

(1) Menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan
norma kerja dan norma kesusilaan agar terjaga
keamanan lingkungan perusahaan, yakni:

a.

Mabuk, madat, judi, memakai dan/atau me-
ngedarkan obat bius atau narkotika atau
benda terlarang di tempat kerja.

. Berbuat asusila di tempat kerja misalnya

berselingkuh, berbuat mesum, dan peleceh-
an seksual.

Penganiayaan, fitnah, penghinaan secara
kasar, serta mengancam atasan, bawahan,
dan rekan kerja.

. Membujuk atasan, bawahan, dan rekan kerja

untuk melakukan sesuatu yang bertentang-
an dengan hukum dan kesusilaan.

Dengan sengaja atau ceroboh merusak, me-
rugikan, atau membiarkan aset perusahaan
dalam keadaan bahaya.

Dengan sengaja atau ceroboh merusak atau
membiarkan diri atau rekan kerja dalam
keadaan bahaya.

Membuka rahasia perusahaan atau mencemar-
kan nama baik pimpinan perusahaan dan kelu-
arganya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali
untuk kepentingan perusahaan dan negara.

. Melakukan tindak pencurian barang atau

uang yang berkaitan dengan perusahaan/
proses produksi.
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i. Membawa senjata tajam atau alat lain yang
dapat dipergunakan untuk melakukan an-
caman dan tindak kekerasan di lingkungan
kerja, kecuali tugas dan fungsi karyawan
mewajibkan hal yang demikian.

(2) Menjaga kebersihan lingkungan kerja termasuk
membuang sampah pada tempatnya serta
kerapian penyimpanan dokumen dan perleng-
kapan kerja.

(3) Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja,
misalnya memakai pakaian keselamatan kerja
di areal pabrik dan tidak merokok di areal
larangan merokok.

(4) Berpenampilan dan berbusana secara rapi.

9. Penghargaan terhadap Keberagaman Pribadi

Dalam menjalankan usaha perusahaan, insan pe-
rusahaan wajib menjunjung tinggi hak-hak dan
perbedaan budaya setiap orang. Perusahaan me-
netapkan kebijakan untuk tidak melakukan dis-
kriminasi atau pelecehan terhadap sesama insan
perusahaan karena perbedaan usia, ras, agama,
warna kulit, jenis kelamin, cacat tubuh, keturunan,
status perkawinan, dan orientasi seksual. Bentuk
pelecehan apapun tidak dibenarkan.

10. Perlindungan Aset dan Informasi

Setiap insan perusahaan wajib melindungi serta
memelihara aset dan informasi perusahaan. Insan
perusahaan wajib mematuhi program keamanan
lokasi untuk menjaga agar aset dan informasi
perusahaan tidak digunakan dan diambil tanpa
mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ber-
wenang, serta wajib menjaga agar aset dan infor-
masi tersebut tidak hilang akibat terjadinya tindak
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kejahatan atau tindak pelanggaran.

Program perlindungan dan penggunaan aset pe-

rusahaan adalah sebagai berikut:

(1) Melindungi aset perusahaan dari pengambila-
lihan, perusakan, kebakaran, pencurian/peram-
pokan, atau penyalahgunaan aset untuk keun-
tungan pribadi.

(2) Peminjaman aset/fasilitas perusahaan seperti
kendaraan dinas, mess, dan rumah dinas untuk
keperluan pribadi dan anggota keluarganya
hanya dapat dibenarkan apabila mendapat-
kan persetujuan tertulis dari pejabat yang ber-
wenang.

(3) Pemanfaatan aset/fasilitas perusahaan seperti
kendaraan dinas, mess, dan rumah dinas, fasili-
tas kesehatan, dan sejenisnya wajib dilakukan
dengan penuh tanggung jawab, memenuhi
prinsip kewajaran, serta tidak boleh dimanfaat-
kan untuk keuntungan pribadi.

(4) Mengembalikan aktiva atau barang perusahaan
(kendaraan dinas, mess, rumah dinas, dan se-
bagainya) dalam keadaan baik jika aktiva atau
barang tersebut diminta oleh perusahaan atau
jika yang bersangkutan telah dimutasi, pen-
siun, atau tidak menjabat lagi di perusahaan.

(5) Penggunaan media komunikasi/komputer ha-
nya ditujukan untuk kepentingan perusahaan
dantidakdiperbolehkan untuk kegiatan-kegiat-
an yang tidak wajar atau untuk kepentingan
pribadi, misalnya pemakaian telepon kantor
untuk keperluan pribadi, pemakaian kompu-
ter untuk bermain game, akses ke situs porno,
chatting, dan sejenisnya.
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(6) Pemberian informasi yang menurut sifatnya
merupakan dokumen publik seperti laporan ta-
hunan, laporan triwulanan, profil perusahaan,
dan sejenisnya wajib diketahui dan disetujui
oleh Direksi atau pejabat yang berwenang.

(7) Informasi perusahaan yang bersifat rahasia
(termasuk strategi bisnis, kontrak yang ditun-
da, produk yang belum dipublikasikan, hasil
eksplorasi atau penelitian, proyeksi keuangan,
atau daftar pelanggan) tidak diperbolehkan
untuk diberikan atau diberitahukan tanpa se-
pengetahuan direksi atau pejabat yang berwe-
nang, kepada siapa saja yang tidak bekerja
untuk perusahaan, atau kepada karyawan yang
tidak memerlukan informasi tersebut, kecuali
untuk kepentingan perusahaan dan negara.

(8) Informasi non-publik yang diperoleh sebagai
konsekuensi menjadi karyawan perusahaan
(termasuk informasi mengenai pelanggan, pe-
masok, atau pesaing, akuisisi properti, aktivitas
eksplorasi atau penelitian, dan divestasi) tidak
boleh dimanfaatkan untuk kepentingan priba-
di karyawan atau siapapun karena hubungan-
nya dengan karyawan tersebut.

11. Pengawasan Internal

Perusahaan telah menetapkan standar dan prose-
dur pengawasan internal untuk memastikan bah-
wa aset dilindungi dan digunakan sebagaimana
mestinya serta arsip dan laporan dibuat secara
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Insan
perusahaan secara bersama-sama wajib men-
jalankan dan mematuhi pengawasan internal
yang ditetapkan.
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12. Integritas Pelaporan

Seluruh transaksi, pencatatan, dan pelaporan bis-
nis perusahaan dilaksanakan berdasarkan otori-
sasi dari pejabat yang berwenang. Semua catatan
pembukuan, laporan keuangan, laporan peneli-
tian, laporan penjualan, catatan pengeluaran, jad-
wal, dan dokumen lain sejenis wajib dengan aku-
rat dan jelas memperlihatkan fakta yang relevan
atau bentuk transaksi yang sebenarnya.

Pejabat Direksi dan Pejabat dua level dibawah
Direksi wajib melaporkan dan menyerahkan For-
mulir LHKPN secara berkala dan tepat waktu ke-
pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui
Divisi SDM & HI selaku Koordinator LHKPN PTPN X.
Pembukuan, dokumentasi, dan pelaporan ke-
uangan yang tidak benar atau curang adalah
bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan
merupakan pelanggaran terhadap undang-un-
dang yang berlaku. Kesalahan pencatatan (misal-
nya perolehan hutang dicatat sebagai penambah
modal, pengeluaran biaya dicatat sebagai in-
vestasi) serta pencatatan pendapatan atau biaya
yang tidak benar (overstated/understated) adalah
contoh-contoh praktik pelaporan yang tidak da-
pat dibenarkan.

Setiap insan perusahaan wajib menjaga integritas

pelaporan dengan:

(1) Melakukan dan mencatat transaksi keuangan
dan non-keuangan dengan benar dan tidak
menyesatkan berdasarkan otorisasi dari peja-
bat yang berwenang.

(2) Menyusun laporan sesuai dengan standar
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pelaporan yang berlaku serta bertanggung
jawab sepenuhnya atas isi laporan tersebut
sesuai dengan tanggung jawab dan tingkat
kewenangannya.

(3) Tidak memberikan keterangan palsu yang me-
rugikan perusahaan misalnya pemalsuan ba-
rang, tanda tangan, dokumen perusahaan, akte
nikah, akte kelahiran, maupun identitas diri in-
san perusahaan dan anggota keluarganya.

13. Kesadaran terhadap Biaya

Setiap insan perusahaan wajib memiliki “Kesadaran

Terhadap Biaya” dengan melakukan upaya-upaya

efisiensi pengeluaran biaya, sebagai berikut:

(1) Mencegahterjadinyapemborosandankebocor-
an keuangan dengan tidak mengajukan usulan
kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan de-
ngan kegiatan usaha perusahaan.

(2) Menggunakan sumber daya perusahaan secara
hemat sesuai dengan kebutuhan, termasuk
penghematan pemakaian air, bahan bakar mi-
nyak (BBM), listrik, telepon, dan alat tulis/per-
lengkapan kantor.

(3) Meminta penggantian/pembebanan biaya de-
ngan dokumen yang lengkap sesuai dengan
aturan dan kebijakan perusahaan.

14. Aktivitas Politik

(1) Insan perusahaan tidak diperkenankan men-
jadi pengurus partai politik, calon legislatif, dan
calon eksekutif. Insan perusahaan yang aktif da-
lam aktivitas politik tersebut wajib mengundur-
kan diri dari perusahaan atau cuti di luar tang-
gungan perusahaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(2) Perusahaan tidak memperbolehkan dana atau
aset perusahaan digunakan secara langsung
ataupun tidak langsung untuk kontribusi ke-
pada partai politik, calon anggota legislatif,
dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun
daerah misalnya pemberian sumbangan dana
secara langsung, kegiatan kampanye, dan
penggalangan dana untuk aktivitas politik.

(3) Perusahaan tidak menghalangi kontribusi
pribadi setiap insan perusahaan untuk melaksa-
nakan aktivitas politik yang menjadi pilihan
hidupnya. Kontribusi tersebut merupakan hak
dan tanggung jawab pribadi insan perusahaan
dan tidak menggunakan nama ataupun atribut
lain perusahaan.

(4) Perusahaan tidak memperbolehkan insan peru-
sahaan untuk melakukan tindakan pemaksaan
kepada sesama insan perusahaan sehingga
membatasi hak pribadi mereka untuk menya-
lurkan aspirasi politiknya

15. Pemeliharaan Nama Baik Perusahaan
Dalam rangka menjaga dan memelihara citra/
nama baik perusahaan, setiap insan perusahaan
tidak diperbolehkan:

(1) Melakukan perbuatan/tindakan yang menye-
babkan tercemarnya nama baik perusahaan.
(2) Tidak memberikan keterangan yang bukan
wewenangnya kepada pihak lain yang dapat

menimbulkan keresahan.

16. Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi
Penyimpangan dan atau Kecurangan (fraud)
Dalam rangka lebih menumbuhkan kepercayaan
masyarakat kepada Perusahaan, maka Perusahaan
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harus menghindari tindakan penyimpangan dan/
atau kecurangan dalam transaksi bisnis, diantara-
nya dengan cara melakukan penundaan transaksi
bisnis yang terindikasi adanya penyimpangan dan
atau kecurangan(fraud) tersebut.

Perusahaan dapat melakukan penundaan pelak-
sanaan Transaksi Bisnis apabila terdapat potensi
kerugian bagi Perusahaan akibat adanya penyim-
pangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bis-
nis dengan ketentuan:

(1) Terdapat indikasi penyimpangan dan/atau ke-

curangan berdasarkan:

a. Temuan Direksi, Dewan Komisaris atau un-
sur Pemegang Saham;

b. Laporan dari pengawas pekerjaan, penga-
was lapangan, auditor eksternal, auditor
internal/Satuan Pengawasan Intern, Komite
Audit atau pihak lain;

¢. Permintaan dari penyidik, Penuntut Umum,
atau Majelis Hakim.

(2) Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan
berupa:

a. Manipulasi harga, penggelembungan (mark
up) atau mengurangi (mark down);

b. Proyek fiktif;

c. Pemalsuan identitas Mitra Usaha; dan/atau

d. Barang/jasa di bawah spresifikasi/kualitas
yang disepakati dokumen Transaksi Bisnis

(3) Penundaan Transaksi Bisnis

a. Perusahaan dapat melakukan penundaan
pelaksanaan perjanjian yang berkaitan
dengan transaksi bisnis, apabila terdapat
indikasi adanya penyimpangan dan/atau
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kecurangan dalam transaksi bisnis tersebut
yang menyebabkan kerugian bagi Perusa-
haan.

b. Dalam perjanjian transaksi bisnis yang
dibuat antara Perusahaan dengan mitra
harus mencantumkan ketentuan mengenai
penundaan dan pembatalan.

c. Bagi perjanjian transaksi bisnis yang sudah
ditandatangani sebelum adanya peraturan
Menteri ditetapkan, dapat ditinjau kembali
dengan tetap memperhatikan ketentuan di
bidang hukum perjanjian.

d. Bagi transaksi bisnis yang sudah disetujui
namun perjanjiannya belum ditandata-
ngani dan transaksi bisnis yang sedang da-
lam proses, agar perjanjiannya disesuaikan
dengan peraturan Menteri.

(4) Dalam hal ditemukan adanya indikasi penyim-
pangan dan atau kecurangan maka pejabat
yang berwenang melakukan penundaan ada-
lah sebagai berikut:

a. Penundaan transaksi bisnis dilakukan oleh
direktur utama atau anggota direksi apabila
indikasi penyimpangan dan atau kecurang-
an dilakukan oleh anggota direksi lainnya
dan atau pejabat di bawah direksi.

b. Apabila indikasi penyimpangan dan atau
kecurangan dilakukan oleh direktur utama
dan atau bersama-sama dengan anggota
direksi lainnya, maka dewan komisaris me-
merintahkan anggota direksi yang tidak ter-
libat untuk melakukan penundaan transaksi
bisnis.
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. Dewan komisaris melakukan penundan tran-

saksi bisnis apabila indikasi penyimpangan
dan atau kecurangan dilakukan oleh seluruh
anggota direksi.

. RUPS atau kuasanya melakukan penundaan

transaksibisnisapabilaindikasipenyimpang-
an dan atau kecurangan dilakukan oleh se-
luruh anggota direksi dan seluruh anggota
dewan komisaris.

. Dalam hal seluruh anggota Direksi terin-

dikasi melakukan penyimpangan dan/
atau kecurangan terhadap Transaksi Bisnis,
pelaksanaan prosedur sebagaimana dimak-
sud mutatis mutandis dilaksanakan oleh de-
wan komisaris.

Dalam hal seluruh anggota direksi dan se-
luruh anggota dewan komisaris terindikasi
melakukan penyimpangan dan/atau ke-
curangan terhadap Transaksi Bisnis, pelak-
sanaan prosedur sebagaimana dimaksud,
mutatis mutandis dilaksanakan oleh RUPS
atau kuasanya.®
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BAB IV
ETIKA USAHA

ETIKA usaha berikut ini menjelaskan bagaimana

insan perusahaan beretika, bersikap dan bertindak

menjalin hubungan usaha dan interaksi dengan
stakeholder perusahaan.

1. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
Perusahaan bertekad mewujudkan good corpo-
rate governance melalui penerapan prinsip-prinsip
transparasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
kemandirian dan kewajaran dalam rangka mewu-
judkan kesejahteraan stakeholders secara berkesi-
nambungan.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang diterapkan

dalam mewujudkan good corperate governance:

(1) Transparansi, yakni keterbukaan dalam melak-
sanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengungkapkan informasi
material dan relevan mengenai perusahaan;

(2) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksana-
an dan pertanggungjawaban Organ sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara
efektif;
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(3) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di da-
lam pengelolaan perusahaan terhadap pera-
turan perundang-undangan dan prinsip-prin-
sip korporasi yang sehat;

(4) Kemandirian, yaitu keadaan di mana perusa-
haan dikelola secara profesional tanpa ben-
turan kepentingan dan pengaruh/tekanan
dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat;

(5) Kewajaran, yakni keadilan dan kesetaraan di da-
lam memenuhi hak-hak Pemangku Kepenting-
an (stakeholders) yang timbul berdasarkan per-
janjian dan peraturan perundang-undangan.

. Hubungan dengan karyawan

Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa karya-
wan adalah aset yang paling berharga bagi peru-
sahaan. Setiap karyawan perusahaan dalam posisi
dan jabatan apapun diharapkan mampu memberi-
kan kontribusi dan nilai tambah yang optimal se-
suai dengan tugas dan tanggungjawab masing-
masing dalam rangka pencapaian visi, misi dan
tujuan perusahaan.

Berikut ini adalah kebijakan perusahaan dalam

menjalin hubungan dengan karyawan:

(1) Perusahaan menghormati hak azasi atas ke-
bebasan suara hati karyawan dalam memeluk
agama dan menentukan aspirasi politiknya.

(2) Perusahaan menetapkan peraturan kepega-
waian, sistem penggajian, kontrak kerja, car-
rier planning, serta reward and punishment sys-
tem secara adil dan transparan dengan tidak
melakukan diskriminasi terhadap karyawan

PEDOMAN PERILAKU ( CODE OF CONDUCT) 2016 27

®



®

atau calon karyawan karena usia, ras, agama,
warna kulit, jenis kelamin dan cacat tubuh
yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus
lainnya yang dilindungi oleh peraturan perun-
dang-undangan.

(3) Perusahaan bersama karyawan perusahaan me-
nyediakan lingkungan kerja yang bersih, aman
dan nyaman bagi seluruh insan perusahaan.

(4) Perusahaan memberikan perlindungan yang
layak bagi kesehatan dan keselamatan kerja
sehingga karyawan dapat memberikan kontri-
busi optimal bagi perusahaan dalam jangka
panjang.

(5) Perusahaan memberikan penghargaan kepada
karyawan atau tim terkait penemuan produk
baru atau inovasi baru yang bisa didaftarkan
HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

(6) Perusahaan berkomitmen untuk memberikan
perlindungan hukum kepada karyawan dalam
pelaksanaan tugas serta memberikan kesem-
patan kepada karyawan untuk membela diri
atas dugaan pelanggaran terhadap peraturan
agar proses hukum dapat dilaksanakan secara
sah, transparan dan objektif.

(7) Perusahaan membangun komunikasi dua arah
yang efektif melalui prosedur informasi, kon-
sultasi, serta respon aktif terhadap masukan,
kritik dan saran konstruktif dari karyawan mela-
lui organisasi Serikat Pekerja (SP) ataupun per-
orangan sebagai dasar penting untuk pengam-
bilan keputusan.

(8) Perusahaan menjamin keamanan informasi
pribadi karyawan yang menjadi arsip perusaha-
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an dengan sistem dan prosedur yang berlaku
sehingga tidak dapat diakses oleh pihak yang
tidak berkepentingan. Perusahaan mematuhi
semua peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang mengatur pengungkapan ten-
tang informasi pribadi karyawan.

(9) Perusahaan tidak mencampuri kehidupan
pribadi karyawan, kecuali perilaku karyawan
tersebut mempengaruhi lingkungan kerja,
prestasi kerja, ataupun reputasi perusahaan.

(10) Perusahaan melakukan survei keterikatan

(engagement) karyawan sebagai bentuk implika-
si terhadap kepuasan karyawan sehingga tetap
engage dan komitmen dalam perusahaan.

3. Hubungan dengan pemegang saham
Perusahaan menyadari bahwa investasi yang di-
lakukan oleh pemegang saham merupakan salah
satu sumber dana yang penting bagi kelangsung-
an usaha perusahaan. Perusahaan berupaya untuk
memaksimalkan bagian keuntungan perusahaan
bagi pemegang saham dengan memberikan ting-
kat deviden yang wajar. Berikut ini adalah komit-
men kepada pemegang saham:

(1) Menerapkan manajemen perusahaan secara
profesional untuk memberikan pertumbuhan
yang tinggi dan konsisten.

(2) Menjamin hak-hak pemegang saham untuk
mendapatkan informasi yang bersifat material
mengenai perusahaan secara tepat waktu dan
teratur.

(3) Berupaya keras untuk melaksanakan semua ha-
sil keputusan RUPS.

(4) Memeliharareputasi perusahaan sebagaibadan
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usahayang mampu meningkatkan kesejahtera-
an bagi stakeholders secara berkesinambungan
serta melindungi dan meningkatkan kekayaan
bagi pemegang saham.

4. Hubungan dengan Petani (Asosiasi Petani Tebu

Rakyat/APTR)

Petani tebu yang tergabung dalam APTR merupa-

kan mitra usaha utama perusahaan dalam mendu-

kung pasokan tebu bagi pabrik gula di lingkungan

perusahaan. Sebagian besar pasokan tebu setiap

musim giling berasal dari petani (tebu rakyat/TR)

yang mencapai 80%-90% dari total tebu yang di-

giling.

Hubungan usaha antar perusahaan dan petani

tebu didasarkan pada pola kemitraan. Petani yang

menggilingkan tebunya di pabrik gula milik peru-

sahaan akan mendapatkan bagi hasil gula sesuai

dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Fo-

rum Temu Kemitraan (FTK).

Perhatian perusahaan kepada petani diarahkan

pada program peningkatan produktivitas tanam-

an tebu dan peningkatan kesejahteraan para

petani. Upaya ini antara lain dilakukan dengan:

(1) Bimbingan teknik budidaya tebu sesuai de-
ngan SOP (Standard Operating Procedure).

(2) Penerapan program bongkar ratoon.

(3) Pelaksanaan tanaman tepat waktu.

(4) Perbaikan budidaya tanaman.

(5) Meningkatkan minat petani untuk menanam
tebu.

(6) Pelayanan tebang angkut sesuai dengan jad-
wal.

(7) Pemberian jaminan kualitas tebu kepada
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petani.

Berikut ini adalah komitmen perusahaan untuk

mendukung peningkatan produktivitas tanaman

tebu dan peningkatan kesejahteraan petani:

(1) Perusahaan membuka diri seluas-luasnya dan
memberikan akses kepada masyarakat yang
beminat untuk mendaftarkan diri sebagai mitra
perusahaan.

(2) Perusahaan membangun dan membina hu-
bungan yang harmonis dengan petani sebagai
mitra usaha untuk kelangsungan pasokan tebu
dalam jangka panjang.

(3) Perusahaan memberikan perlakuan yang setara
bagi semua petani dengan mengedepankan
objektivitas, kemandirian dan keadilan dalam
menjalin hubungan kemitraan dengan petani,
misalnya dalam penentuan jadwal giling, perhi-
tungan rendemen, penetapan bagi hasil, pem-
berian jaminan kualitas tebu, dan penyaluran
Kredit Ketahanan Pangan (KKP).

(4) Perusahaan menuangkan seluruh kesepakatan
hubungan kemitraan dengan petani dalam
suatu dokumen tertulis yang dituangkan da-
lam FTK.

. Hubungan dengan Pelanggan

Pada dasarnya pemasaran barang dan jasa peru-
sahaan dilaksanakan oleh kantor direksi. Untuk
menunjang kelancaran pelaksanaannya, para
pimpinan unit usaha berkewajiban memberikan
pelayanan dan perhatian yang sebaik-baiknya ke-
pada para pelanggan atas dasar kemitraan.
Berikut ini adalah komitmen perusahaan dalam
menjalin hubungan dengan pelanggan:
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(1) Pemasaran barang dan jasa perusahaan dilak-
sanakan dengan prinsip efisien, efektif, opti-
malisasi harga jual dan transparansi.

(2) Memberikan informasi yang sama secara jelas
dan objektif kepada setiap pelanggan yang
terkait dengan produk dan jasa yang dihasil-
kan perusahaan.

(3) Memberikan kesempatan yang luas kepada
masyarakat yang berminat dan mampu untuk
menjadi pelanggan perusahaan sepanjang me-
menuhi kriteria efisien dan efektivitas.

(4) Persyaratan untuk menjadi pelanggan peru-
sahaan bersifat objektif dan diumumkan ber-
dasarkan ketentuan dan prosedur yang trans-
paran.

(5) Prosedur penjualan barang atau penyerahan
jasa bersifat terbuka bagi pelanggan yang me-
menubhi persyaratan dan dilakukan melalui per-
saingan yang sehat diantara mereka berdasar-
kan pedoman pemasaran perusahaan.

(6) Kesepakatan bisnis dengan pelanggan ditu-
angkan dalam suatu dokumen tertulis yang
disusun berdasarkan itikad baik dan fair, serta
sesuai dengan peraturan perundang-undang-
an yang berlaku.

(7) Memenuhi kesepakatan kerjasama bisnis de-
ngan pelanggan yang tertuang dalam suatu
dokumen tertulis dengan penuh tanggung
jawab.

(8) Menjaga keamanan dan kerahasiaan serta
membatasi akses dari pihak-pihak yang tidak
berkepentingan atas data dan informasi pe-
langgan yang bersifat rahasia.
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6. Hubungan dengan Pemasok

Berikut ini adalah komitmen perusahaan dalam

menjalin hubungan dengan pemasok:

(1) Menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, per-
saingan sehat, optimalisasi, dan transparansi
serta nilai tambah dalam pengadaan barang
dan jasa perusahaan.

(2) Sasaran pengadaan barang dan jasa perusa-
haan dilakukan dengan enam tepat yakni (1)
tepat mutu, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga,
(4) tepat waktu, (5) tepat tempat dan (6) tepat
prosedur.

(3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa peru-
sahaan diupayakan untuk mendukung program
pemerintahan dalam pengembangan pereko-
nomian nasional dengan mengutamakan peng-
gunaan produksi dalam negeri dan mempriori-
taskan pengusaha kecil dan koperasi.

(4) Memberikan informasi yang sama secara jelas
dan objektif kepada setiap pemasok yang
terkait dengan produk dan jasa yang dibutuh-
kan perusahaan.

(5) Memberikan kesempatan yang luas kepada
masyarakat yang berminat dan mampu untuk
menjadi pemasok perusahaan.

(6) Memberlakukan persyaratan untuk menjadi
pemasok perusahaan secara objektif serta
mengumumkannya berdasarkan ketentuan
dan prosedur yang transparan.

(7) Memberlakukan prosedur pengadaan barang
dan jasa secara terbuka bagi pemasok yang me-
menuhi persyaratan dan dilakukan melalui per-
saingan yang sehat diantara mereka berdasarkan

PEDOMAN PERILAKU ( CODE OF CONDUCT) 2016 33

®



®

pedoman pengadaan barang dan jasa perusa-
haan.

(8) Menuangkan kesepakatan bisnis dengan pe-
masok dalam suatu dokumen tertulis yang
disusun berdasarkan itikad baik dan fair, serta
sesuai dengan peraturan perundang-undang-
an yang berlaku.

(9) Memenuhi kesepakatan kerjasama bisnis de-
ngan pemasok yang tertuang dalam suatu do-
kumen tertulis dengan penuh tanggung jawab.

(10)Menjaga keamanan dan kerahasiaan serta
membatasi akses dari pihak-pihak yang tidak
berkepentingan atas data dan informasi pe-
masok yang bersifat rahasia.

(11) Perusahaan melakukan survei kepada pe-
masok untuk mengetahui tingkat kepuasan
pemasok terhadap perusahaan yang dapat
menjadi hubungan timbal balik yang saling
menguntungkan.

. Hubungan dengan Mitra Usaha/Investor

Berikut ini komitmen perusahaan dalam menjalin

hubungan dengan mitra usaha/investor:

(1) Membangun kerjasama bisnis dengan mitra
usaha/investor yang bercitra baik dengan di-
landasi prinsip kejujuran, keterbukaan dan sa-
ling menguntungkan.

(2) Menuangkan kesepakatan kerjasama bisnis
dengan mitra usaha/investor dalam suatu do-
kumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad
baik dan fair, serta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Memenuhi kesepakatan kerjasama bisnis de-
ngan calon mitra usaha/investor yang tertuang
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dalam suatu dokumen tertulis dengan penuh
tanggung jawab.

(4) Tidak membangun kerjasama bisnis dengan
calon mitra usaha/calon investor yang bercitra
buruk atau mengarah kepada tindakan mela-
wan hukum serta melanggar nilai-nilai etika
yang dapat merugikan perusahaan, negara
atau masyarakat.

. Hubungan dengan Kreditur

Berikut komitmen perusahaan dalam menjalin

hubungan dengan kreditur:

(1) Perusahaan membangun kerjasama dengan
kreditur dilandasi prinsip kejujuran, keterbu-
kaan dan kepercayaan.

(2) Menuangkan kesepakatan kerja sama dengan
kreditur dalam suatu dokumen tertulis yang
disusun berdasarkan itikad baik dan fair, serta
sesuai dengan peraturan perundang-undang-
an yang berlaku.

(3) Menanamkan kepercayaan dan reputasi peru-
sahaan dengan memenuhi kesepakatan ker-
jasama dengan kreditur yang tertuang dalam
suatu dokumen tertulis dengan penuh tang-
gung jawab.

. Hubungan dengan Aparatur Pemerintah

Perusahaan mengutamakan kejujuran dan keter-
bukaan dalam membina hubungan dan komu-
nikasi dengan aparatur pemerintah yang memiliki
kewenangan yang terkait dengan bidang usaha
dan operasi perusahaan.

Berikut ini komitmen perusahaan dalam menjalin
hubungan dengan aparatur pemerintah:

(1) Dalam menjalankan usahanya, perusahaan
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akan mematuhi segala peraturan perundang-
undangan atau regulasi pemerintah yang
terkait dengan bidang usaha perusahaan,
antara lain mengenai perpajakan, ekspor-
impor, anti korupsi, pemeliharaan lingkungan
hidup, serta larangan praktik monopoli dan
persaingan usaha yang tidak sehat.

(2) Perusahaan tidak akan melakukan pembayaran
secara langsung ataupun tidak langsung kepa-
da aparatur pemerintah di luar kapasitas resmi
yang bertentangan dengan peraturan perun-
dang-undangan serta praktik bisnis yang sehat
dan etis. Perusahaan melarang insan perusa-
haan untuk memberi atau menawarkan untuk
memberi sesuatu berupa apapun yang ber-
nilai, baik dalam bentuk uang atau yang dise-
tarakan maupun hadiah, baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mempengaruhi
tindakan/keputusan aparatur pemerintah yang
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan atau untuk membantu perusahaan
secara tidak sah.

(3) Jamuan terhadap aparatur pemerintah dapat
dilakukan sepanjang tidak bertentangan de-
ngan peraturan perundang-undangan, dengan
cara yang etis, dan dalam kondisi yang tidak
memungkinkan terjadinya sikap dan perilaku
pemihakan kepada perusahaan.

(4) Perusahaan berupaya mendukung program
nasional yang dicanangkan pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya
di sektor agribisnis serta pemenuhan terhadap
tanggung jawab sosial perusahaan.

36 PEDOMAN PERILAKU ( CODE OF CONDUCT) 2016

®



®

10. Hubungan dengan Masyarakat

Perusahaan adalah bagian dari masyarakat secara
keseluruhan (society at large). Oleh karena itu,
perusahaan perlu menyadari adanya tanggung
jawab sosial kepada masyarakat dengan menga-
kui keberadaan serta memenuhi hak-hak mereka
yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan
perundang-undangan, serta nilai-nilai etika.

Komitmen perusahaan untuk mendukung peme-

nuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat

adalah sebagai berikut:

(1) Memberikan kontribusi secara nyata kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan perusa-
haan dan peraturan yang berlaku, melalui
kegiatan ekonomi, sosial, kemanusiaan ekono-
mi, sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Kegiat-
an ini antara lain berupa pelaksanaan Program
Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) penyeleng-
garaan bazar murah, pembagian sembako dan
gulaicip-icip, pemeliharaan jalan sekitar pabrik,
pengobatan gratis, sumbangan untuk lembaga
sosial/keagamaan dan korban bencana alam,
serta penyelenggaraan acara-acara sosial-ke-
agamaan sebelum dimulainya giling tebu dan
tanam tebu dan tanam tembakau.

(2) Menghormati integritas budaya masyarakat
lokal tempat perusahaan beroperasi.

(3) Menciptakan mekanisme terhadap penyelesai-
an pengaduan masyarakat.

(4) Bekerjasama dengan pemerintah pusat/dae-
rah, masyarakat sekitar, dan lembaga-lemba-
ga terkait dalam rangka penegakan hukum,
keamanan dan keselamatan kerja.
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(5) Memelihara lingkungan hidup yang bersih
dan sehat di sekitar perusahaan. Lokasi usaha,
aset, serta fasilitas perusahaan lainnya diu-
payakan memenuhi peraturan perundang-un-
dangan tentang perlindungan dan pelestarian
lingkungan. Perusahaan senantiasa berusaha
mengurangi seminimal mungkin dampak ope-
rasi terhadap lingkungan hidup. Perusahaan
berupaya keras bahwa limbah cair, padat dan
udara tidak melampaui baku mutu lingkungan
yang ditetapkan oleh pemerintah.

11. Hubungan dengan Media Massa

Media massa berfungsi sebagai jembatan komu-
nikasi antara perusahaan dan pemangku kepen-
tingan dan sekaligus pemangku kepentingan se-
bagai alat control bagi perusahaan. Pemberitaan
media massa diharapkan bersifat seimbang dan
fair sehingga dapat dapat dijadikan informasi
yang berharga bagi perusahaan maupun pihak-
pihak lain yang berkepentingan untuk mening-
katkan kinerja dan membangun citra yang positif
bagi perusahaan.

Berikut ini adalah kebijakan perusahaan dalam

menjalin hubungan dengan media massa:

(1) Membangun hubungan secara positif, saling
menghargai dan saling menghormati dengan
menempatkan media massa sebagai mitra kerja.

(2) Berpegang pada prinsip kejujuran dan keter-
bukaan informasi sesuai dengan pedoman tata
kelola perusahaan dan kode etik jurnalistik,
serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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IMPLEMENTASI DAN PENEGAKAN

1. Komitmen

(1) Pedoman perilaku ini perlu disosialisasikan
kepada seluruh insan perusahaan sehingga
dipahami dengan tepat, baik dan benar. Sete-
lah membaca dan memahami Pedoman pe-
rilaku, seluruh insan perusahaan apapun ting-
katannya, diwajibkan menandatangani surat
pernyataan kepatuhan terhadap pedoman
perilaku untuk diterapkan secara konsisten dan
penuh tanggung jawab dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari. Pernyataan kepatuhan terse-
but setiap tahun perlu diperbaharui dan dijadi-
kan sebagai salah satu persyaratan kelanjutan
hubungan kerja di perusahaan.

(2) Pejabat puncak diharapkan menunjukkan
komitmen pribadi yang kuat dan memberi-
kan contoh keteladanan kepada bawahan dan
sesama rekan kerja tentang bagaimana harus
bersikap dan berperilaku sesuai dengan pedo-
man perilaku ini.
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(3) Komitmen dewan komisaris dan direksi dalam
penerapan pedoman perilaku sangat penting,
yang antara lain dilaksanakan dengan:

a. Menetapkan pemberlakuan pedoman peri-
laku.

b. Mensosialisasikan pedoman perilaku ke-
pada seluruh karyawan perusahaan, baik di
kantor direksi maupun unit usaha.

c. Memberikan contoh keteladanan kepada
karyawan perusahaan tentang bagaimana
harus bersikap dan berperilaku sesuai de-
ngan pedoman perilaku.

d. Mengenakan sanksi secara tegas dan kon-
sisten atas terjadinya pelanggaran terhadap
pedoman perilaku.

2.Tanggung Jawab
(1) Tanggung Jawab Karyawan

a. Setiap karyawan perusahaan memiliki
tanggung jawab pribadi untuk mematuhi
setiap kebijakan dan aturan perusahaan,
termasuk pedoman perilaku ini. Tanggung
jawab tersebut dimulai dengan memahami
substansi pengertian secara mendasar dari
Pedoman Perilaku, mempelajarinya secara
mendalam, serta mengaitkan Pedoman Pe-
rilaku kebijakan dan aturan lain perusahaan
yang relevan dalam pelaksanaan tugas se-
hari-hari.

b. Pedoman perilaku ini tentunya tidak da-
pat memberikan jawaban secara pasti atas
semua problematika perilaku insan peru-
sahaan. Oleh karena itu, setiap insan peru-
sahaan pada akhirnya harus menggunakan
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pertimbangan yang sehat dan kejujuran
hati nurani masing-masing untuk menen-
tukan keselarasan suatu perilaku dengan
pedoman perilaku ini. Apabila ada yang
kurang jelas dalam implementasi pedoman
perilaku ini, maka karyawan perusahaan
perlu berkomunikasi dengan atasan lang-
sung ataupun pejabat puncak di unit kerja
masing-masing.
(2) Tanggung Jawab Unsur Pimpinan

Dalam rangka implementasi dan penegakan

pedoman perilaku ini, unsur pimpinan perusa-

haan memiliki tanggung jawab sebagai beri-
kut:

a. Mengomunikasikan pedoman perilaku se-
cara tepat dan benar untuk memastikan
bahwa setiap karyawan di unit kerjanya
memahami, menghayati, dan memperoleh
persepsi yang sama sehingga akan memu-
dahkan implementasinya.

b. Memberikan contoh keteladanan serta
memberikan bantuan atau nasihat kepada
karyawan di unit kerjanya mengenai imple-
mentasi pedoman perilaku ini.

¢. Memimpin upaya penegakan kepatuhan
melalui pertemuan-pertemuan rutin dengan
bawahan, termasuk kemudahan pelaporan
tentang adanya dugaan pelanggaran pedo-
man perilaku.

d. Melakukan pemantauan dan pengawasan se-
cara teratur mengenai program dan perma-
salahan yang mungkin timbul dalam imple-
mentasi pedoman perilaku di unit kerjanya.
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e. Melakukan penanganan atas pelaporan
tentang adanya dugaan pelanggaran serta
mengadakan penyelidikan terhadap indika-
si terjadinya pelanggaran di unit kerjanya.

(3) Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direk-

tur
Dalam rangka efektivitas penerapan praktik
good corporate governance, dewan komisaris
dapat menugasi komite audit atau auditor in-
dependen untuk menilai tingkat kepatuhan
organ perusahaan dalam menerapkan praktik-
praktik good corporate governance, termasuk
penerapan pedoman perilaku ini sebagai pen-
jabaran dari prinsip-prinsip good corporate
goovernance pada tingkat operasional perusa-
haan.

Direksi menyampaikan kepada dewan komisa-

ris hal-hal yang memerlukan perhatian atau

kewaspadaan berkaitan dengan:

a. Informasi tentang terjadinya pelanggar-
an terhadap pedoman perilaku yang me-
libatkan unsur pimpinan dan atau anggota
direksi, yang berdampak secara signifikan
terhadap kinerja perusahaan.

b. Bukti pelanggaran berat yang dilakukan
oleh karyawan perusahaan yang berkaitan
dengan hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Pemantauan
(1) Kepala Divisi SDM bertanggung jawab untuk
memelihara sikap dan perilaku insan perusaha-
an agar sesuai dengan pedoman perilaku,
memantau efektivitas penerapan, serta me-
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laporkan hasilnya kepada direksi. Hal-hal yang
menonjol selama penerapan pedoman peri-
laku perlu dicatat sebagai bahan masukan un-
tuk penyempurnaan dan perbaikan.

(2) Sekretaris Perusahaan mengikuti perkembang-
an peraturan perundang-undangan, khusus-
nya yang berkaitan dengan good corporate
governance dan menganalisis dampaknya terh-
adap perusahaan, serta memberikan informasi
kepada direksi untuk mematuhi ketentuan pe-
rundang-undangan yang terkait dengan good
corporate governance dan etika bisnis.

4. Pelaporan atas Pelanggaran

(1) Insan perusahaan wajib melaporkan tentang
dugaan pelanggaran hukum sesuai sistem pe-
nanganan pelanggaran (whistle blowing system)
danperaturan perundang-undangan, pedoman
perilaku, serta kebijakan dan aturan perusaha-
an, dan menyampaikan saran dan pendapat-
nya kepada pejabat yang berwenang.

(2) Insan perusahaan wajib bekerjasama dalam pe-
nyelidikan internal yang dilakukan oleh peru-
sahaan, dengan mengungkapkan data dan in-
formasi yang diketahui yang berkaitan dengan
terjadinya dugaan pelanggaran tersebut agar da-
pat diproses lebih lanjut secara fair dan objektif.

(3) Perusahaan menyadari bahwa tindakan me-
laporkan dugaan suatu pelanggaran adalah
upaya yang tidak mudah dan memposisikan
insan perusahaan dalam kondisi yang sulit,
bahkan dapat menimbulkan konflik batin
bagi si pelapor. Namun demikian, perlu disa-
dari bahwa kemampuan dan kesediaan untuk
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melaporkan setiap tindakan yang diyakini se-
bagai suatu pelanggaran merupakan hal yang
penting dari pelaksanaan tanggung jawab
setiap insan perusahaan. Kepedulian untuk
menjaga kepentingan yang lebih besar untuk
menghindari kerugian perusahaan di mana
seluruh insan perusahaan berada di dalam-
nya, harus menjadi acuan pertimbangan bagi
setiap keputusan untuk melaporkan dugaan
terjadinya suatu pelanggaran.

(4) Insan perusahaan tidak akan dikenakan sanksi
apabila melaporkan dugaan pelanggaran ter-
hadap pedoman perilaku, kebijakan dan aturan
perusahaan, kecuali yang bersangkutan ikut
terlibat di dalamnya. Tindakan pelaporan terse-
but dapat meringankan pengenaan hukuman/
sanksi bagi si pelapor yang terlibat dalam pe-
langgaran. Apabila si pelapor tidak telibat da-
lam pelanggaran, maka kepadanya akan diberi-
kan penghargaan yang sesuai.

(5) Pelaporan dugaan pelanggaran harus dilaku-
kan secara jujur, dilandasi dengan niat baik,
dan semata-mata dilakukan untuk mence-
gah terjadinya kerugian perusahaan. Tindak-
an tersebut tidak boleh dilakukan dengan
maksud-maksud tertentu untuk kepentingan
pribadi, misalnya dorongan sentimen pribadi,
iri hati, balas dendam dan sejenisnya.

(6) Insan perusahaan dilarang melakukan tindakan
permusuhan, pembalasan atau tindakan lain
yang merugikan seperti ancaman fisik dan non-
fisik terhadap insan perusahaan lain yang turut
bekerjasama dalam penyelidikan pelanggaran.
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(7) Perusahaan sepenuhnya menjamin kerahasia-

an identitas pelapor, informasi, saran, atau pen-

dapat yang disampaikan.

Berikut ini adalah tindakan yang harus diambil

oleh insan perusahaan apabila meyakini telah

terjadi pelanggaran:

(1) Meyakinkan diri dan memastikan telah
memiliki seluruh data dan informasi yang
relevan dengan keadaan yang mengindikasi-
kan terjadinya pelanggaran terhadap pedo-
man perilaku, kebijakan dan aturan perusa-
haan. Apabila diperlukan, data dan informasi
tersebut didukung dengan saksi-saksi yang
menguatkan.

(2) Menetapkan waktu dan cara yang paling
tepat sehingga tidak akan menyinggung
perasaan insan perusahaan yang dilaporkan.
Penyampaian materi pelanggaran dilakukan
secara santun serta perlu dimintakan tang-
gapan dari yang bersangkutan. Apabila
diperlukan, hal tersebut dilakukan bersama-
sama rekan kerja atau atasan langsung.

(3) Segera melaporkan dugaan pelanggaran
kepada atasan langsung dan pejabat pun-
cak di unit kerja masing-masing dengan
tembusan kepada Direksi cq Divisi SDM

(4) Apabila dugaan pelanggaran dilakukan oleh
unsur pimpinan atau terjadi di luar unit kerja
atau karena sesuatu hal tidak dapat dilapor-
kan kepada atasan langsung atau pejabat
puncak, maka perlu dilaporkan kepada
Direksi cq Divisi SDM secara langsung atau
melalui pos, faksimili, e-mail atau telepon.
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5. Penanganan Pelanggaran

(1) Semua dugaan pelanggaran yang dilaporkan
harus ditindaklanjuti secara memadai melalui
pengkajian atau pemeriksaan lebih lanjut un-
tuk proses pembuktian dan penentuan bobot
pelanggaran sebagai bahan pertimbangan da-
lam pengenaan sanksi.

(2) Penanganan atas dugaan pelanggaran dilaku-
kan oleh atasan langsung atau pejabat puncak
sesuai dengan kewenangannya.

(3) Atasan langsung atau pejabat puncak wajib
mengupayakan pemecahan masalah/jalan ke-
luar terhadap setiap pengaduan dugaan pe-
langgaran yang terjadi di unit kerjanya serta
melaporkan hasilnya kepada bagian SDM untuk
pengkajian kesesuaian keputusan yang diambil
dengan kebijakan dan aturan perusahaan.
Dugaan pelanggaran yang memerlukan kajian
atau pemeriksaan lebih lanjut dilakukan oleh:
(1) Bagian SDM, jika berkaitan dengan pelang-

garan terhadap hukum, peraturan perun-
dang-undangan dan peraturan pemerintah.

(2) SPI, jika berkaitan dengan aktivitas akun-
tansi, keuangan dan operasional perusa-
haan atau menimbulkan kerugian perusa-
haan, termasuk hal-hal yang perlu dilakukan
pemeriksaan yang lebih mendalam.

(3) Sekretaris perusahaan (atau komite etika
yang dibentuk berdasarkan surat keputusan
direksi), jika berkaitan dengan pelanggaran
yang bersifat ‘grey area’ yang belum diatur
secara tegas dalam Pedoman Perilaku atau
Pedoman tata-tertib kerja karyawan.
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(4) Rapat direksi, jika berkaitan dengan pelang-
garan yang dilakukan oleh anggota direksi
untuk menetapkan langkah-langkah yang
harus diambil sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

(5) Rapat komisaris, jika berkaitan dengan
pelanggaran yang dilakukan oleh anggota
komisaris untuk menetapkan langkah-lang-
kah yang harus diambil sesuai dengan ke-
tentuan yang berlaku.

6. Sanksi Pelanggaran

(1) Perusahaan melakukan berbagai upaya untuk
menegakkan pedoman perilaku, kebijakan dan
aturan perusahaan untuk mencegah terjadinya
pelanggaran dan menghentikan dengan segera
pelanggaran yang terjadi. Salah satu upaya
adalah dengan pengenaan sanksi terhadap in-
san perusahaan yang melakukan pelanggaran,
dengan kategori sanksi ringan, sedang dan be-
rat.

(2) Pengenaan sanksi tersebut tidak hanya dituju-
kan kepada insan perusahaan yang melakukan
pelanggaran, tetapi juga terhadap insan peru-
sahaan yang:

a. Tidak melaporkan atau menyembunyikan
data/informasi yang berkaitan dengan ter-
jadinya pelanggaran hukum, peraturan per-
undang-undangan dan kebijakan perusa-
haan.

b. Tidak menyerahkan LHKPN

c. Tidak bekerja sama dalam penyelidikan atas
dugaan pelanggaran.
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Melakukan tindakan permusuhan, pem-
balasan atau tindakan lain yang merugikan
seperti ancaman fisik dan non-fisik terhadap
pelapor terjadinya dugaan pelanggaran.

. Gagal melakukan pengawasan secara efek-

tif tehadap tindakan bawahannya yang
melanggar hukum, peraturan perundang-
undangan dan kebijakan perusahaan.

(3) Pengenaan sanksi dilakukan sesuai dengan bo-
bot atau tingkat pelanggaran yang dilakukan,
berupa:

e o N W o W oWl o

. Teguranlisan 1,2 dan 3
. Peringatan tertulis |, [l dan Il

Skorsing

. Tuntutan ganti rugi
. Penundaan kenaikan gaji berkala

Penurunan pangkat/golongan

. Pembebasan dari jabatan
. Penurunan jabatan (demosi)

Pemutusan hubungan kerja (PHK)
Diserahkan kepada yang berwajib untuk
proses penyelidikan lebih lanjut untuk pe-
langgaran yang mengakibatkan kerugian
perusahaan dengan jumlah yang material/
besar dan dikategorikan sebagai tindakan
pidana.

(4) Setiap insan perusahaan dalam tingkatan apa-
pun, apabila jelas terbukti telah melakukan pe-
langgaran terhadap pedoman perilaku, kebi-
jakan dan aturan perusahaan, akan dikenakan
sanksi secara tegas dan konsisten sesuai de-
ngan pedoman tata tertib kerja karyawan dan
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kebijakan direksi yang bersifat mengikat bagi
semua insan perusahaan.

(5) Pengenaan sanksi terhadap anggota direksi
dan anggota komisaris yang diduga melaku-
kan pelanggaran terhadap pedoman perilaku
merupakan kewenangan RUPS sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

(6) Insan perusahaan yang akan dikenakan sanksi
wajib diberikan kesempatan atau hak secara
adil untuk membela diri maupun menyatakan
pendapatnya atas dugaan pelanggaran yang
dilakukan.®
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BAB VI
PENGEMBANGAN DAN
PERBAIKAN

1. Penyusunan pedoman perilaku ini telah memper-

timbangkan visi, misi dan sistem nilai perusahaan
(filosofi bisnis, budaya kerja dan nilai-nilai pribadi).
Pedoman perilaku ini selanjutnya akan dijadikan
dasar bagi penetapan kebijakan perusahaan yang
meliputi, namun tidak terbatas pada, surat kepu-
tusan direksi, surat edaran direksi dan buku pedo-
man perusahaan. Kebijakan perusahaanyangtelah
ada dan bertentangan dengan pedoman perilaku
wajib disesuaikan. Perusahaan akan menerbitkan
kebijakan susulan apabila diperlukan sebagai pen-
jabaran lebih lanjut atau interpretasi yang diperlu-
kan dalam penerapan pedoman perilaku ini.

. Pengembangan dan perbaikan pedoman perilaku

ini dapat dilakukan seiring dengan perubahan/
perkembangan di masa mendatang, baik dalam
bidang hukum, peraturan pemerintah, dinamika
bisnis, kondisi sosial dan norma-norma yang ber-
laku di masyarakat.
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3. Selama masa implementasi pedoman perilaku,

diharapkan diperoleh umpan balik sebagai ba-
han masukan bagi pengembangan dan perbaik-
an pedoman perilaku serta implementasi lebih
lanjut di masa mendatang. Segala kritik dan saran
yang konstruktif dari segenap insan perusahaan
dan pihak-pihak lain yang terkait sangat diharap-
kan dan agar disampaikan secara tertulis kepada
sekretaris perusahaan untuk dicatat sebagai ba-
han masukan dalam rangka pengembangan dan
perbaikan lebih lanjut.

. Pengembangan dan perbaikan pedoman perilaku

ditetapkan oleh direksi dan dewan komisaris dan
dituangkan dalam suatu surat keputusan.®
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LAMPIRAN 1

TANDA TANGAN:

Surat Pernyataan Kepatuhan

1. Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh te-
lah membaca dan memahami Pedoman Perilaku
PT Perkebunan Nusantara X serta memahami ke-
wajiban saya sebagai insan perusahaan untuk me-
matuhi kebijakan dan aturan yang tertuang dalam

Pedoman Perilaku tersebut.

2. Saya setuju untuk bertindak sesuai dengan kebi-
jakan dan aturan yang tertuang dalam Pedoman
Perilaku dan sanggup untuk dikenakan sanksi apa-
bila terjadi pelanggaran terhadap Pedoman Peri-

laku tersebut.

3. Saya memahami bahwa persetujuan saya untuk
mematuhi Pedoman Perilaku tidak tercantum da-
lam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi

dan Serikat Pekerja PT Perkebunan Nusantara X

NAMA LENGKAP:

NOMOR INDUK KARYAWAN:

PANGKAT/GOLONGAN:

TANGGAL:
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LAMPIRAN 2

Daftar Istilah

1. Perusahaan: Organisasi PT Perkebunan
Nusantara X dan bisnisnya

2. Insan Perusahaan: Komisaris, Direksi dan
Karyawan

3. Karyawan: Individu yang bekerja pada
perusahaan yang menerima upah berdasarkan
hubungan kerja yang dituangkan dalam
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi
dan Serikat Pekerja

4. Keluarga: Keluarga sedarah sampai dengan
derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun
garis ke samping atau hubungan semenda
(menantu atau ipar)

5. Masyarakat: Perorangan atau kelompok di
luar perusahaan yang mempunyai hubungan
langsung maupun tidak langsung dengan
kegiatan perusahaan.

6. Komite Etika: Komite yang dibentuk secara
ad-hoc oleh Direksi, beranggotakan perwakilan
dari masing-masing bagian dan diketahui oleh
salah seorang Anggota Direksi PT Perkebunan
Nusantara X. Tujuan pembentukan Komite Etika
adalah untuk menangani permasalahan atau
pelanggaran yang bersifat “grey area”, yang
belum diatur secara tegas dalam Pedoman
Perilaku atau kebijakan dan aturan perusahaan
lain yang relevan.
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Media Massa: Institusi media komunikasi massa
yang meliputi media cetak dan elektronik yang
berfungsi memberikan informasi, edukasi,
promosi, kontrol sosial dan hiburan

Petani tebu: Perorangan atau kelompok yang
terdiri dari perorangan yang mengusahakan
budidaya tanaman tebu yang bermitra dengan
perusahaan

Pemegang Saham: Pemerintah Indonesia

yang diwakili oleh PT Perkebunan Nusantara Il
(Persero) dan Menteri BUMN atau pihak-pihak
yang menerima hak subtansi dari PT Perkebunan
Nusantara lll (Persero) dan Menteri BUMN

10. Pelanggan: Mitra usaha/pihak ketiga yang

membeli barang dan jasa perusahaan terdiri dari
(1) pembeli gula, tembakau, tetes, raw sugar,
karung plastik, (2) pembelian jasa pemotongan
tembakau (cutting bobbin), dan (4) pembeli
barang/jasa lain perusahaan

11. Pemasok: Mitra usaha/pihak ketiga yang

12.

bergerak di bidang usaha penyediaan barang
dan jasa kepada perusahaan, termasuk dalam
istilah supplier, vendor, kontraktor, konsultan,
leveransir, transportir dan sebagainya.

Aparatur pemerintah: Pejabat pemerintah
pusat/daerah yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan pejabat
lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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13. Pejabat Puncak: Pejabat setingkat Kepala Divisi
dan General Manager Unit Usaha di lingkungan
PT Perkebunan Nusantara X.

14. Transaksi bisnis: Perikatan antara Perusahaan
dengan Mitra Usaha dalam pelaksanaan
kegiatan usaha Perusahaan yang menimbukan
hak dan/atau kewajiban baik berupa
penempatan pemesanan dan/atau perjanjian
yang ditandatangani oleh Perusahaan dan
Mitra Usaha, dan/atau dokumen lain yang
menyebabkan terjadinya hubungan hukum
antara Perusahaan dengan Mitra Usaha.

15. Whistle Blowing System: Sistem pelaporan
pelanggaran (Whistle Blowing System)
adalah sistem yang mengelola pengaduan/
penyingkapan mengenai perilaku melawan
hukum, perbuatan tidak etis/ tidak
semestinya secara rahasia, anonim dan
mandiri (independent) yang digunakan untuk
mengoptimalkan peran serta insan perusahaan
dan pihak lainnya dalam mengungkapkan
pelanggaran yang terjadi di lingkungan
perusahaan.

16. Alamat pengaduan pelanggaran:

Direksi CQ Divisi SDM

PT Perkebunan Nusantara X

Jalan Jembatan Merah 3-11 Surabaya 60175
Telp: 031 3523143 - 47, Faks: 031 3523167,
Email: contact@ptpni0.co.id

PEDOMAN PERILAKU ( CODE OF CONDUCT) 2016 55

®



CATATAN

56 PEDOMAN PERILAKU ( CODE OF CONDUCT) 2016

®



CATATAN

PEDOMAN PERILAKU ( CODE OF CONDUCT) 2016 57

®



CATATAN

B8 PEDOMAN PERILAKU ( CODE OF CONDUCT) 2016

®



PEDOMAN PERILAKU ( CODE OF CONDUCT) 2016 59

®



©  gptpnx

KANTOR PUSAT:

JI Jembatan Merah No 3-11, Surabaya 60175

Jawa Timur, Indonesia

Telepon: (031) 3523143 (hunting) | Fax: (031) 3523167

KANTOR PERWAKILAN:

Perumahan Taman Gandaria Valley

JI Taman Gandaria Blok F/12A, Kebayoran Lama - Jakarta Selatan
Telepon/Fax: 021-7396565

O[==0

http://www.ptpn10.com




